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ABSTRAK 

Setiap menjalankan jabatannya, Notaris tidak saja dihadapkan pada kewajiban, 

namun juga dihadapkan pada larangan. Pelanggaran terhadap kewajiban dan 

larangan akan berakibat hukum berupa sanksi bagi Notaris, baik secara perdata, 

administratif, maupun sanksi pidana. Fakta yang terjadi, pada kasus Putusan 

Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 142/Pdt.G/2019/PN PLK, Notaris 

dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan 

HAM RI karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

pelanggaran Pasal 266 jo Pasal 55 KUHP, sehingga terhadap Notaris yang 

bersangkutan dengan sendirinya telah melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. 

Namun, dalam kasus putusan tersebut Notaris melakukan perlawanan atas 

penanganan dugaan pelanggaran kode etik Notaris karena tidak diberikan hak-nya 

untuk membela diri sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUJN dengan 

melakukan gugatannya ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk 

menganalisis prosedur penanganan pelanggaran kode etik Notaris oleh Majelis 

Pengawas Notaris yang oleh Pengadilan telah dinyatakan terbukti sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menempatkan keterangan 

palsu dalam surat autentik. 2). untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana 

Notaris dapat menggunakan hak pembelaan sesuai Pasal 74 ayat (2 ) UU Jabatan 

Notaris terhadap dugaan pelanggaran kode etik Notaris di tingkat Majelis Pengawas 

Notaris ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber hukum yang digunakan berupa 

bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan, pertama, Menteri Hukum dan HAM RI menjatuhkan 

sanksi hukum terhadap Notaris berupa pemberhentian dengan tidak hormat 

berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 UUJN. Kedua, MPW Notaris dalam 

penanganannya tidak melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk dimintakan 

keterangannya, sehingga Notaris kehilangan hak-nya untuk melakukan pembelaan 

sesuai Pasal 74 ayat (2) UUJN.  Upaya hukum yang telah ditempuh oleh Notaris 

yang bersangkutan adalah dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, 

dan upaya hukum banding di tingkat Majelis Pengawas Pusat Notaris, namun upaya 

hukum yang telah dilakukan oleh Notaris gagal dengan tidak dikabulkannya 

gugatan tersebut dengan alasan bahwa prosedur penanganan dugaan pelanggaran 

kode etik Notaris telah sesuai. 

Kata Kunci: Pelanggaran, Notaris, Kode Etik Notaris,  Majelis Pengawas Notaris. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Every time he carries out his position, a Notary is not only faced with obligations, 

but also faced with prohibitions. Violation of obligations and prohibitions will 

result in legal sanctions for Notaries, both civil, administrative, and criminal 

sanctions. The fact that happened, in the case of the Palangka Raya District Court 

Decision Number 142/Pdt.G/2019/PN PLK, the Notary was sentenced to 

dishonorable dismissal by the Minister of Law and Human Rights of the Republic 

of Indonesia because it was legally and convincingly proven to have committed a 

criminal act in violation of Article 266 in conjunction with Article 55 of the 

Criminal Code, so that the Notary concerned has violated the UUJN and the Notary 

Code of Ethics. However, in the case of the decision, the Notary put up a fight 

against the handling of the alleged violation of the Notary's code of ethics because 

he was not given the right to defend himself as stipulated in Article 74 paragraph 

(2) of the UUJN by filing his lawsuit to the court. This study aims: 1) to analyze the 

procedures for handling violations of the Notary code of ethics by the Notary 

Supervisory Council which the Court has declared valid and convincingly guilty of 

committing a crime by participating in placing false information in an authentic 

letter. 2). to find out and analyze the extent to which a Notary can exercise his right 

of defense in accordance with Article 74 paragraph (2) of the Notary Position Law 

against alleged violations of the Notary's code of ethics at the level of the Notary 

Supervisory Council. The research method used is normative juridical using a law 

approach. The legal sources used are primary and secondary legal materials which 

are analyzed qualitatively. The results of his research conclude, first, that the 

Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia imposes legal 

sanctions on Notaries in the form of dishonorable dismissal based on the provisions 

of Article 13 of the UUJN. Second, the MPW Notary in its handling does not 

summon a Notary to be asked for a statement, so that the Notary loses his right to 

defend himself in accordance with Article 74 paragraph (2) of the UUJN. Legal 

remedies that have been taken by the Notary concerned are to file a lawsuit through 

the District Court, and legal efforts to appeal at the level of the Notary Central 

Supervisory Council, but the legal efforts that have been made by the Notary failed 

by not being granted the claim on the grounds that the procedure for handling 

alleged code violations Notary ethics are appropriate. 

 

Keywords: Violation, Notary, Notary Code of Ethics, Notary Supervisory Council 

 

 

 


